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PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.oa.

v 1.

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang
disusun secara terarah guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang;

bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
nasional dan daerah serta penyesuaian dengan
pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan efektivitas dan
efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan
melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan
perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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Menetapkan

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7185);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

-l S o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah proses penyesuaian atau

revisi terhadap dokumen Renja yang telah disusun sebelumnya akibat

dari penyesuaian anggaran, perubahan kebijakan, evaluasi kinerja dan

perkembangan situasi dan kondisi;



10.

11.

(1)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana Kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat :

a. Program dan Kegiatan;

b. Lokasi Kegiatan;

c. Kelompok Sasaran; dan

d. Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra

Perangkat Daerah dan Renja-PD.
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(2)
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(6)

(1)

Pasal 3

Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan

alternatif atau baru.

Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

merupakan lokasi atau tempat dari setiap Kkegiatan yang akan

dilaksanakan;

Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,

memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang

memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan;

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri

dari :

a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik, secara
kuantitatif = dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari
program;dan

b. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara
kuantitatif dan atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai
dari kegiatan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling

sedikit memuat :

a. Pendahuluan;

b. Hasil Evaluasi Renja-PD tahun lalu;

c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;dan

e. Penutup.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 (dua) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 4
Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud
pada Pasal (3) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bengkayang.

Ditetapkan di  Bengkayang
Pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI BENGKAYANG
ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 13
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